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 PELAKSANAAN Pemilu 2019 kian dekat. Enam 
hari lagi dari kemarin. Masyarakat tentu 
mendambakan pesta demokrasi lima tahunan 

ini bermatabat, aman, dan lancar. Berbagai cara untuk 
mewujudkan harapan itu, salah satunya dilakukan 
seorang warga dengan cara yang unik.

Adalah Aep Wahyudin, 39, warga Desa Cikole, 
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, 
itu memanfaatkan kepiawaiannya untuk terlibat 
menciptakan suasana pemilu yang masyarakat idamkan. 

Aep, kemarin, duduk di lantai teras rumah tampak 
menggoreskan pensil di atas selembar kertas putih. Tak 
berselang lama, goresan pensilnya mulai berbentuk, 
menyerupai dua sosok wajah yang kini tengah ramai 
diperbincangkan sekaligus didikotomikan, yakni calon 
presiden (capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Aep bercerita, ide membuat sketsa wajah dua sosok 
itu berawal dari maraknya pemberitaan Pilpres 2019 
yang makin memanas hingga mengarah pada konfl ik 
horizontal. Hal itu membuatnya merasa prihatin dan 
perlu ada cara untuk mendinginkan suasana massa itu.

“Melalui sketsa ini, saya ingin menyampaikan pesan 
pentingnya menjaga persatuan dan menjauhkan 
pertikaian akibat perbedaan politik,” kata Aep. Ekspresi 
pesan damai pemilu dengan menggambar dua wajah 
capres yang berjabat tangan diibaratkan sebagai simbol 
persatuan.

Aep menyatakan, dirinya memang sudah memiliki 
bakat menggambar sejak di bangku SD. Namun 
semakin dewasa, bakatnya lebih terasah dan nyaman 
saat membuat sketsa wajah. Hingga kini, ia sudah 
menggambar hingga puluhan sketsa wajah. “Saya 
pernah membuat sketsa wajah Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil serta tokoh-tokoh lainnya,” tuturnya.

Menurut dia, untuk menggambar sketsa capres kali 
ini butuh waktu sekitar 2 jam dan bergantung tingkat 
kerumitan objek yang digambar. Selain sketsa wajah, 
berbagai jenis gambar juga sering dibuatnya, dari 
pemandangan hingga lukisan tembok.

Meski sederhana dan mungkin tidak akan dilirik tim 
dari kedua capres, ia berharap, ke depannya tercipta 
pesta demokrasi yang damai dan tenteram hingga akhir 
perhelatan pilpres. Selain itu, yang terpenting ialah 
terpilih pemimpin yang amanah bagi semua rakyat 
Indonesia. 

Jadi, sudah saatnya masyarakat yang saat ini 
berkelompok di kedua kubu untuk lebih melihat 
kepentingan yang lebih strategis, yakni keutuhan 
berbangsa. “Keutuhan bangsa lebih penting jika 
dibandingkan dengan berseteru hanya karena 
perbedaan pilihan. Siapa pun presiden yang terpilih, 
itulah pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini,” 
pungkasnya. (Depi Gunawan/N-1)
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KOMISIONER Badan Penga-
was Pemilu (Bawaslu) Nusa 
Tenggara Timur (NTT) Yem-
ris Fointuna menyebutkan 

waktu yang dimiliki KPU setempat 
mengganti surat suara rusak semakin 
kritis. Pasalnya, sampai H-6 pemilu, 
kemarin, penggantian terhadap 998.848 
surat suara rusak belum tiba.

“Sudah pasti ini sudah zona merah  
sehingga penanganan (logistik pemilu) 
harus prioritas,” kata Yemris Fointuna. 
Dia mengharapkan KPU NTT fokus 
menyelesaikan masalah kekurangan 
logistik dan dijadikan skala prioritas 
untuk beberapa hari ke depan.

Sesuai PKPU No 3 Tahun 2019 tentang 
Pungut Hitung, surat suara harus tiba di 
TPS satu hari sebelum penyelenggaraan 
pemilu atau 16 April 2019. Selain itu, 

waktu yang efektif bagi KPU kabupa-
ten dan kota mengelola logistik hanya 
empat hari. 

“Karena ketika logistik pengganti 
tiba harus dilakukan penyortiran ulang 
dan pengepakan yang membutuhkan 
waktu,” tambah Yemris.

Lambannya penggantian surat su-
ara rusak tentu menggangu tahapan 
pemilu karena saat ini mestinya KPU 
melakukan konsolidasi kesiapan penye-
lenggara dan penyelenggaraan untuk 
kelancaraan punggut hitung pada 17 
April mendatang.

Di tempat lain, KPU Bangka Belitung 
kekurangan 42.731 surat suara, baik 
itu pilpres maupun pileg. Ketua KPU 
Provinsi Bangka Belitung (Babel) Davitri 
mengatakan kekurangan surat suara ter-
sebut tersebar di 6 kabupaten/1 kota. 

“Rata-rata surat suara masih meng-
alami kekurangan karena rusak dan 
kurang pengiriman. Kita sudah me-
nyampaikan ke pusat, terakhir 1 April,” 
ujarnya. Dia berharap distribusi logistik 
ke depan tidak terkendala, termasuk di 
Kabupaten Belitung yang 29 TPS ada di 
kepulauan.

Untuk menghindari keterlambatan 
distribusi logistik, KPU Kalimantan Te-
ngah, kemarin, menyatakan akan mem-
prioritaskan pengiriman logistik ke 
pedalaman. Hal ini disebabkan daerah 
pedalaman medannya sulit. 

“Saya meminta KPU Kabupaten, se-
perti Murung Raya dan Sukamara, un-

tuk lebih dahulu mengirimkan logistik 
ke daerah paling jauh,” ujar Ketua KPU 
Provinsi Kalteng Harmain, kemarin.

Tidak coblos
Partisipasi pemilih di setiap pemilu 

memang diharapkan agar angka golput 
rendah. Namun, karena keterpaksaan, 
ribuan nelayan di pantura Jawa Tengah 
diperkirakan tidak menggunakan hak 
pilihnya karena sebagian besar masih 
berada di laut menangkap ikan saat pen-
coblosan pada 17 April mendatang.

Dari pemantauan Media Indonesia, 
kemarin, ratusan kapal ikan telah 
meninggalkan pelabuhan perikanan di 
pantura seperti Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (Pekalongan), Banyutowo 
dan Juwana (Pati) serta Gisik Agung 
(Rembang) sejak awal April.

Ratusan kapal nelayan yang mem-
bawa ribuan anak buah kapal (ABK) 
rata-rata kapal berukuran besar se-
perti mini poursesine, poursesine, dan 
cantrang melaut dalam kurun waktu 
3-6 bulan baru kembali.

Sementara itu, Kakorbinmas Ba-
harkam Polri, Irjen Widiyarso Herry 
Wibowo, mengajak seluruh masya-
rakat agar menggunakan hak pilih. 
Polisi menjamin menjaga para pemilih 
pemula  yang akan mencoblos di tempat 
pemungutan suara untuk mengantisipa-
si adanya ajakan golput dan intimidasi 
dari pihak yang ingin mengganggu pe-
milu. (RF/SS/AS/DG/YH/JH/AD/N-1)
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 ANTARA/SAIFUL BAHRI

 DISTRIBUSI LOGISTIK DI WILAYAH KEPULAUAN: Anggota TNI-Polri berjaga saat pendistribusian logistik Pemilu 2019 
di Pulau Gili Genting, Sumenep, Jawa Timur, Rabu (10/4). Daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Sumenep sebanyak 872.764 dan 
4.315 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 27 kecamatan dan delapan di antaranya berada di kepulauan.

MI/DEPI GUNAWAN

 SKETSA UNTUK PEMILU DAMAI: Aep Wahyudin, 39, 
menunjukkan lukisan sketsa wajah dua capres Joko Widodo 
dan Prabowo Subianto yang saling berjabat tangan di 
rumahnya di Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Bandung 
Barat, kemarin. 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
Kabupaten Bandung Barat memecat 
Ketua Panitia Pengawas Kecamatan 
(Panwascam) Sindangkerta, Iman 
Firmansyah, yang terindikasi me-
langgar kode etik dengan mendu-
kung dan menerima uang dari salah 
satu calon legislatif. Iman diberhen-
tikan sejak 5 April 2019 dengan bukti 
rekaman video.

“Kita mendapat informasi awal 
dari salah satu timses caleg di Sin-
dangkerta. Pada akhirnya kita in-
vestigasi dan yang bersangkutan 
terbukti menerima aliran uang dari 
seorang caleg,” ungkap Ketua Ba-
waslu Bandung Barat, Cecep Rahmat 
Nugraha, kemarin.

Bawaslu telah mengumpulkan 22 
anggota Panwascam Sindangkerta, 
termasuk Iman untuk dimintai ke-
terangan serta klarifikasi. Cecep 
mengatakan, pihaknya langsung 
meminta keterangan dari yang 
bersangkutan tentang video yang 
terindikasi kampanye tersebut. “Ini 
tak bisa ditoleransi, kami putuskan 
melalui pleno untuk memberikan 
sanksi berupa pemecatan secara 
permanen,” katanya.

Akibat sanksi pemecatan kepada 
Iman sempat menimbulkan gejolak 
berupa ancaman mundur dari sejum-
lah petugas Panwascam Sindangkerta. 
Kendati demikian, Cecep menganggap 
ancaman mundur dari sejumlah Pas-
wacam tersebut merupakan hal yang 
wajar sebagai bentuk kekecewaan. 
“Tapi kalau sampai ada intimidasi 
yang mengarah pada upaya  peng-
gagalan pemilu, kami akan ambil 
langkah khusus,” tegasnya.

Kabarnya ada enam orang dari 
staf kesekretariatan Panwascam 
Sindangkarta beserta 11 pengawas 
desa, juga pengawas pemungutan 
suara (PPS) dari 11 desa akan mun-
dur serentak.

Pemecatan petugas Pemilu 2019 
juga dilakukan oleh Dewan Kehor-
matan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
DI Yogyakarta terhadap anggota 
KPUD Kota Yogyakarta RM Nufrianto 
Aris Munandar lantaran berbuat 
cabul kepada anggota panitia pemi-
lihan kecamatan (PPK).

Ke t u a  K P U D  D I Y,  H a m d a n 
Kurniawan, mengatakan putusan 
DKPP itu tidak menghambat penye-
lenggaraan pemilu di Kota Yogyakar-
ta. Pasalnya, sejak akhir Maret, Nofri-
anto sudah diberhentikan sementara 
oleh KPU RI. Pelaporan Nofrianto 
kepada DKPP dilakukan KPUD DIY se-
telah mendapat laporan tertulis dari 
korban. Keputusan diambil dari hasil 
pleno KPUD DIY yang telah memang-
gil semua pihak. (DG/AT/N-1)
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PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan 2019 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019
Waktu : 10:00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Manhattan Hotel            
  JL Prof. Dr. Satrio No.1, 
  Kuningan, Kota Jakarta Selatan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):
1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta 

pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas 
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut 
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
5. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan 

Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan 
tunjangan Direksi Perseroan.

6. Penegasan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan 

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu iklan 

Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 a. pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, namun namanya  tercatat dengan sah 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 11 April 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”); dan
 b. pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah berada dalam Penitipan Kolektif sehingga namanya tercatat dalam Daftar 

Pemegang Rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT. KSEI”) atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, 
pada tanggal 11 April 2019  pukul 16.00 WIB “KTUR”).

3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, 
fotocopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk 
Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir 
serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkini (termasuk fotocopi Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan 
Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Anggaran Dasar yang akan diserahkan kepada Perseroan).

4. a.  Pemegang Saham yang berhalangan dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa seperti ditetapkan Direksi 
Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam 
Rapat, namun suara yang dimiliki selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara;  

  Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili atau terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh 
Notaris Publik setempat dan dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

 b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Sudirman Plaza Business Complex, 
Plaza Marein Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76 - 78 Jakarta 12910;

 c. Surat Kuasa tersebut di atas dengan dilampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa harus sudah diterima 
Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau 26 April 2019 pukul 16.00 WIB.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No.32/OJK.04/2014, bahan Rapat tersedia 
di Kantor  Perseroan sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 6 Mei 2019 dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor 
Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja. 

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau  kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 
tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 April 2019
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.

Direksi


